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Pengantar 
Puji syukur  marilah kita panjatkan 

kepada Allah SWT karena atas  limpahan 

Rahmat serta Karunia -Nya sehingga 

Laporan Tahunan Layanan Informasi 

Publik Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Kabupaten Kapuas Hulu 

Tahun 2022 ini dapat tersusun dan 

terselesaikan sebagaimana mestinya. 

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah 

rekapitulasi dari semua pelayanan 

informasi publik yang PPID Kabupaten 

Kapuas Hulu lakukan sepanjang tahun 

2022 sebagai bentuk pelaksanaan tugas 

dari Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID). 

Laporan Layanan Informasi Publik yang 

telah tersusun ini kami buat sesederhana 

mungkin agar mudah dipahami namun 

tidak mengurangi maksud dan tujuan 

laporan itu sendiri. 

Kami menyadari masih  banyak 

kekurangan pada laporan ini, oleh sebab 

itu kami sangat membutuhkan segala 

jenis saran dan masukan agar 

penyusunan laporan tahunan 

selanjutnya dapat tersusun dengan lebih 

baik lagi. 
 

Putussibau,      Januari 2023 
 

PPID  Kabupaten Kapuas Hulu, 
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GAMBARAN 

UMUM 

KEBIJAKAN 



GAMBARAN UMUM 

Kebijakan 

Pengelolaan Informasi Publik 

Berlakunya Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik juga 

merupakan bagian untuk mewujudkan 

pemerintahan yang baik (good governance). 
Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu 

langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari 

fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. 

Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola 

pemerintahan yang baik dan transparan adalah 

melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam 

memperoleh informasi. Sebagai sarana untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan infromasi, 

baik yang berkaitan dengan kepentingan publik 

maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

pemerintahan, melalui keterbukaan informasi 

publikdiharapkan dapat memberikan ruang bagi 

masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai 

kebijakan publik 

Guna menjamin hak masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang berkaitan dengan  kepentingan 

publik dan mewujudkan penyelenggaraan 

pemerintah yang transparan, Pemerintah Kabupaten 

Kapuas Hulu setiap tahunnya menerbitkan 

Keputusan Bupati Kapuas Hulu tentang Pedoman 

Pengelolaan Layanan Informasi Publik sebagai 

acuan badan publik untuk memberikan pelayanan 

informasi bagi masyarakat. 
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Adapun dasar hukum pelaksanaan layanan 

Informasi Publik Kabupaten Kapuas Hulu 

antara lain : 

 

1. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 

2016  tentang Pedoman Pengelolaan 

Pelayanan Informasi Publik Dan 

Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Barat; 

2. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77      

Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Komunikasi 

Informatika dan Statistik Kabupaten 

Kapuas Hulu; 

3. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 

46 Tahun 2022 tentang Penetapan 

Pejabat Pengelola Layanan Informasi 

dan Dokumentasi dilingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. 

4. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 

284 Tahun 2022 tentang Penetapan 

Informasi Publik yang Dikecualikan di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Kapuas Hulu. 

 

 



Dalam melaksanakan fungsi layanan informasi dan 

dokumentasi, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu 

menggunakan 3 (tiga) platform web aplikasi, antara lain : 

1. Aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan 
Online Rakyat ) 

       yaitu sebuah layanan penyampaian aspirasi dan 

pengaduan masyarakat terkait layanan dan fasilitas 

publik yang dilakukan secara online dan terintegrasi; 

2.    Aplikasi PPID ( Pejabat Pengelola Informasi   
       dan Dokumentasi ) 

        yaitu aplikasi untuk menyimpan, 

mendokumentasikan    dan menyediakan serta 

memberikan layanan terkait dengan informasi publik 

kepada  masyarakat secara online; 

3.    Portal Berita Bersama (info.kapuashulukab.go.id) 

       yaitu portal berita yang merangkum berita dari 

setiap OPD terkait program dan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh setiap OPD, dimana masing 

masing OPD berperan sebagai kontributor berita. 

Ketiga aplikasi tersebut wajib 

dikelola oleh semua unit kerja 

daerah/OPD agar masyarakat 

Kapuas Hulu dapat mengakses 

berbagai informasi terkait 

dengan pemerintah daerah, 

maupun berkomunikasi 

dengan memberikan opini, 

aspirasi atau pun aduan yang 

nantinya akan ditanggapi 

secara langsung oleh unit kerja 

terkait. 

Ringkasan 

Pelayanan Informasi Publik 
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GAMBARAN 

UMUM 

PELAKSANAAN 



SARANA DAN PRASARANA 

Sejak Tahun 2021, pelaksanaan 

Layanan Informasi Publik yang 

berada pada PPID Kabupaten 

Kapuas Hulu menggunakan 

Gedung tersendiri sebagai pusat 

layanan informasi publik 

PPID UTAMA 

Sarana Pelayanan Informasi Publik : 
1. Gedung Layanan Informasi Publik 

2. 1 Meja Layanan 

3. 2 Kursi Pemohon Informasi 

4. 1 Set Kursi Tunggu 

5. 1 Laptop Petugas  04 



SDM PELAYANAN 

INFORMASI PUBLIK 

Petugas layanan informasi publik 

merupakan staf pada bidang 

Komunikasi Informasi Publik yang 

telah dibagi jadwal piket layanan 

PPID UTAMA 
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No Klasifikasi Personil Tersedia 

1 Personil PPID  • Pembina, Pengarah, PPID , Sekretaris dan 4 

orang Koordinator Bidang. 

• Staf Pengelola layanan PPID merupakan Staf 

pada Bidang KIP Diskominfotik Kapuas Hulu 

2 PPID Pelaksana • Sekretaris Seluruh OPD 

• Sekretaris Seluruh Kecamatan 

• Kabag Umum BUMD 



48,65
% 

38,80
% 

12,55
% 

Belanja  Barang Pakai Habis 

Terdiri dari Belanja ATK, 

Belanja Cetak dan 

Belanja Bahan Komputer 

sebesar Rp. 16.045.328.- 

Perjalanan Dinas 

Terdiri dari Perjalanan 

Dinas ke Pontianak dan 

Kecamatan total sebesar 

Rp. 62.198.000,- 

Belanja Jasa 

Terdiri dari Honorarium 

Tim Pengelola Web e-

PPID dan Belanja Admin 

Aplikasi PPID sebesar 

Rp. 49.600.000,- 

  

ANGGARAN LAYANAN 

INFORMASI PUBLIK T.A 

2022 

Adapun rincian penggunaanya dapat 

dilihat pada grafik chart dibawah : 

Rp.  127.843.328 
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RINCIAN 

LAYANAN 

INFORMASI 

PUBLIK 



Jumlah Permintaan 
Informasi Publik  
Tahun 2022 

Jumlah dokumen yang tersedia 

di aplikasi 

ppid.kapuashulukab.go.id 
adalah 3.205 dokumen. 

Sedangkan permintaan 

informasi publik pada Tahun 

2022 hanya dilakukan melalui 

aplikasi 

ppid.kapuashulukab.go.id. 
Untuk permintaan melalui 

aplikasi dapat langsung 

mendownload dokumentasi 

publik yang telah tersedia, dan 

jika dokumen pada arsip aplikasi 

tidak ditemukan maka pemohon 

informasi mengisi form 

permohonan pada aplikasi PPID. 

Untuk dokumen yang telah 

didownload sampai dengan 

Tahun 2022 adalah sebanyak 

61.408 dokumen .  

2 Melalui 
aplikasi 

0 Melalui 
Surat 

61.408 Download 
dokumen publik 
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Waktu Proses  
Layanan Informasi 
Tahun 2022 

Waktu tercepat proses layanan 
yang dilaksanan via aplikasi 
pada Tahun 2022 adalah 1 hari 
kalender 

1 

Waktu terlama proses layanan 
yang dilaksanakan via aplikasi 
Tahun 2022 adalah 1  hari 
kalender 
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Jumlah 
Permohonan 
diKabulkan 
Tahun 2022 

2 dikalbulkan 

Bersumber dari aplikasi PPID 

2 

Informasi Di Tolak 
Tahun 2022 

Tidak ada informasi ditolak pada 

tahun 2022 

0 
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RINCIAN 

PENYELESAIAN 

SENGKETA 

INFORMASI 

PUBLIK 



Jumlah keberatan 
yang diterima 
Tahun 2022 

0 
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Tidak ada keberatan yang 

diterima pada tahun 2022 

Jumlah permohonan 
penyelesaian sengketa 
ke Komisi Informasi 

1 
Penyelelesaian sengketa 
informasi merupakan 
kelanjutan dari sengketa yang 
terjadi pada tahun 2021 
antara Pemerintah Kabupaten 
Kapuas Hulu melawan LSM 
Pemantau Keuangan Negara 

0 

Tanggapan atas 
keberatan yang 
diterima Tahun 
2022 

Tidak ada keberatan yang 

diterima pada tahun 2022 
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Hasil Keputusan KI 

Hasil keputusan Komisii Informasi 

menolak permohonan  pemohon 

yaiitu LSM Pemantau Keuangan 

Negara  yang diajukan pada tahun 

2021 secara keseluruhan 

Hasil Keputusan PTUN 

Pontianak : 
• Menyatakan hasil permohonan 

pemohon keberatan tidak 
diterima; 

• Menguatkan Keputusan Komisi 
Informasi Provinsi Kalimantan 
Barat; 

• Menghukum pemohon untuk 
membayar biaya perkara. 

 

Jumlah gugatan yang di 
ajukan ke pengadilan 

LSM PKN mengajukan 

keberatan atas hasil 

keputusan Komisi Informasi 

ke PTUN Pontianak 

1 

1 

Hasil Putusan 
Pengadilan 

1 



KENDALA 

EKSTERNAL/ 

INTERNAL 



Kendala Eksternal 

- Masih minimnya permintaan 

informasi  dari masyarakat yang 

disebabkan oleh   masih 

rendahnya pemahaman 

masyarakat  terhadap 

kebutuhan informasi publik  

dan belum mengetahui dimana 

bisa memperoleh informasi 

publik secara online maupun 

offline, ini terlihat belum banyak 

masyarakat yang melakukan 

permintaan informasi publik 

melalui aplikasi  maupun secara 

langsung; 

- Kendala teknis pada aplikasi  

PPID yaitu, tidak adanya 

notifikasi permohonan SELESAI 

pada saat proses permohonan 

dikabulkan,, padahal si peminta 

informasi sudah menerima 

informasi yang diminta hal ini 

sudah dikonsultasikan beberapa 

kali ke pemilik aplikasi PPID 

(Kemendagri), namun sampai 

dengan saat ini belum ada 

solusi untuk permasalahan 

tersebut. 

- Minimnya anggaran  pada 

kegiatan pelayanan informasi 

publik  

- Masih kurangnya inisiatif OPD 

untuk mengupdate DIP pada 

aplikasi PPID (proses updating 

menunggu arahan dari PPID 

- Kurangnya pemahaman OPD 

terhadap peran dari PPID 

Pelaksana dalam melakukan 

pelayanan informasi publik; 

 

Kendala Internal 

11 



REKOMENDASI/ 

RENCANA 

TINDAK 

LANJUT 



Rencana  
Tindak Lanjut 

1 

Mempertahankan indeks Keterbukaan 

Informasi Publik yang sudah diperoleh dengan 

terus meningkatkan pelayanan publik 

 

 Peningkatan kapasitas SDM pengelola 

informasi dan dokumentasi pada 

penyelenggaraan  melalui Bimtek tentang 

pengelolaan informasi dan dokumentasi; 

 

Mengadakan RAKOR PPID  dengan 

menghadirkan narasumber dari Komisi 

Informasi Dan Inspektorat Provinsi; 

 

 Terus berkomunikasi dengan Kemendagri 

terkait dengan permasalahan aplikasi PPID; 

 

 Akan lebih aktif menyampaikan informasi 

ataupun kebijakan terbaru terkait dengan 

pelayanan informasi publik pada WAG PPID 

Pelaksana maupun WAG Operator Aplikasi; 

 

 Lebih meningkatkan lagi sosiallisasi mengenai 

aplikasi PPID kepada masyarakat melallui 

event-event besar yang diselenggarakan di 

Kapuas Hulu; 

 

 Pembinaan Desa mandiri yang semula hanya 2 

Desa menjadi 5 Desa; 

 

 Terus berkoordinasi dengan admin-

admin/operator PPID OPD terkait hambatan-

hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan 

informasi dan dokumentasi 

 

 

 

2 

3 
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